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Abstract 

Notary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and 

obligations in accordance with Lawi Numberi 2 of 2014 concerningi Amendmentsi to Law Numberi 30 of 

2004 iconcerning Notary iPosition. Ini carryingi outi his position as a general official who provides 

services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the 

client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used 

in this study is normative juridic. Thei purposei of this writingi is to find outi and analyzei the accountability 

of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who 

made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and 

administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of 

punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in 

providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary. 

Keywords: notary; default; client. 

Abstrak 

Notaris merupakani pejabati umumi yangi dipercayai olehi Negara dan masyarakati dengan dilimpahkan 

tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahan atasi Undang-

Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai 

pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan 

wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai 

pejabat umum. Metodei pendekatani yangi digunakan dalami penelitiani ini adalahi yuridisi normatif. 

Tujuani penulisan ini untuk mengetahuii dan menganalisisi pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya 

yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang 

melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, 

dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman 

sesuai dengan porsi pelanggarannya. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam 

memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris. 

Kata kunci: notaris; wanprestasi; klien. 

A. PENDAHULUAN 

Notaris merupakan “pakaian” yang disandangkan dalam dua eksistensi posisi, yaitu individu 

Notaris sebagai pejabat umum dan individu Notaris sebagai warga negara. Individu Notaris sebagai 

pemegang jabatan umum menyandang hak dan kewajibam dasar yang pengaturannya merujuk kepada 

hukum Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan individu Notaris sebagai warga 

Negara menyandang hak dan kewajiban dasa yang bersifat lokal dalam lingkup Negara Republik 

Indonesia yang menginduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sekaligus 

hak dan kewajiban asasi manusia yang bersifat universal dalam lingkup internasional (Bachrudin, 2021). 

Berdasarkan pandangan tersebut, seorang Notaris, hakikatnya mengemban dua sisi hak dan 

kewajiban dalam dirinya, yaitu sisi hak dan kewajiban sebagai pemegang jabatan umum atau pejabat 

umum dan sebagai individu warga Negara. Sebagai pejabat, Notaris mmepunyai hak dan kewajiban 

sebagai wakil Negara dalam sebagian urusan perdata berkaitan dengan pembuatan akta otentik. 

Diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan jabatannya. 

Sedangkan sebagai individu warga Negara, Notaris secara lahiriah adalah individu ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Profesi Notaris di Indonesia merupakan suatu perjalanan profesi yang telah ada sejak zaman 

Hindia Belanda. Era reformasi di Indonesia sangat mempengaruhi perundang-undangan mengenai 

Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian 

mengalami beberapa perubahan dengan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman, maka undang-

undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang 

selanjutnya disebut dengan UUJNP. 

Menuruti Pasali 1 Undang-Undangi Nomori 2 Tahuni 2014 Tentangi Jabatani Notaris, iyang 

dimaksudi dengani Notarisi adalahi pejabati umumi yangi berwenangi untuki membuati akta iotentik 

dani kewenangani lainnyai sebagaimanai dimaksudi dalami Undang-Undangi ini. Pejabati umum disinii 

adalahi pejabati yangi tugas atau pekerjaannya bertalian dengan kepentingan public dan/atau 

kepentingan umum (Khairulnas, & Agustan, 2018). 

Perkembangan era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaan seorang Notaris sangat penting, 

dan sangat diperlukan. Mengingat segala hal mengenai perbuatan hukum membutuhkan kekuatan 

hukum, yang tidak lain menggunakan jasa dari seorang Notaris. Maka dari itu, seorang Notaris tidak 

hanya berfokus pada beberapa pihak saja, terutama semua pihak, dari golongan terendah hingga 

golongan tertinggi (Wawan, 2004). 

Notaris mempunyai tugas pokok yakni membuat suatu akta otentik. Dimana kata otentik ini 

berdasarkan Pasal 1870 Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang 

membuatnya suatu pembuktian sempurna. Mengenai hal itu, Notaris diberikan tugas pokok dan 

kewenangan untuk menciptakan alat bukti yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang disebut 
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dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya (Rachman, 

2011). 

Sesuai dengan Undang-Undangi Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi Perubahani Atasi Undang-

Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris, seorangi Notarisi hanyai boleh 

menjalankani tugasnya di daerah atau wilayah yang ditentukan bagiannya dan hanya di dalam daerah 

atau wilayah hukum itu ia berwenang (Ngadino, 2021). Kewenangan Notaris mencangkup 4 (empat) 

hal, yakni: 

a. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan membuat 

wewenang dari perjabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik dibidang hukum 

politik. 

b. Notarisi berwenangi sepanjangi mengenaii tempati dimanai aktai itu idibuat. Sesuaii Pasali 19 

Undang-Undangi Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahani atasi Undang-Undangi Nomori 30 

Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. 

c. Notarisi harusi berwenangi sepanjangi mengenaii waktui pembuatani aktai itu. Notarisi tidak bolehi 

membuati akati selamai ia masihi cuti ataui dipecati darii jabatannyai dan jugai tidak bolehi 

membuati aktai selamai ia memangkui jabatannya. 

d. Notarisi tidaki berwenangi membuati aktai untuki kepentingani setiapi orang, sepertii yang 

tercantumi di dalami Pasali 52 Undang-Undangi Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahani atasi 

Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notarisi (Anshori, 2009). 

Perjanjian pembuatan akta otentik meliputi 2 (dua) pihak yakni para penghadap, dan Notaris itu 

sendiri, dalam hal ini disebut dengan perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi para pihak tersebut.  

Di dalam prateknya sebagai seorang Notaris, sering halnya terjadi kecurangan yang diakibatkan 

lalainya seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan Notaris tersebut melakukan 

wanprestasi. Secara utama ketaatan notaris terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk 

tunduk pada peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga 

akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada (Indahsari, Muafa, & Fattumah, 2020). 

Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan terhadap jurnal ini yakni teori 

Pertanggungjawaban Hukum. Menurut pandangan Ridwani Halim, mendefinisikani tanggung jawabi 

hukumi sebagaii sesuatui akibati lebihi lanjuti darii pelaksaani peranan, baiki peranani itu merupakani 

hak dani kewajibani ataupuni kekuasaan. Secarai umumi tanggungi jawabi hukum diartikani sebagaii 
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kewajibani untuki melakukani sesuatui ataui berprilakui menuruti carai tertentu tidaki menyimpangi 

darii peraturani yangi ada. Sedangkani Purbacarakai berpendapati bahwa tanggungi jawabi hukumi 

bersumberi atau lahiri atas penggunaani fasilitasi dalami penerapan kemampuani tiap orangi untuk 

menggunakani haki atau/dani melaksanakani kewajibannya. iLebih lanjuti ditegaskan, setiapi 

pelaksanaani kewajibani dan setiapi penggunaani hak baiki yang dilakukani secarai tidak memadaii 

maupuni yangi dilakukani secarai memadaii padai dasarnyai tetap harusi disertaii dengani pertanggungi 

jawaban, demikiani pula dengani pelaksanaani kekuasaan (Mustamu, 2014). Sugengi Istantoi 

mengemukakani pertanggungjawabani berartii kewajiban memberikani jawabani yangi merupakani 

perhitungani atasi semuai hal yangi terjadii dani kewajibani untuk memberikani pemulihani atas 

kerugiani yangi mungkini ditimbulkannyai (Istanto, 2014). 

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Notaris tersebut disebabkan oleh banyak hal, salah 

satunya kelalaiannya dalam pembuatan perjanjian dengan wujud akta otentik. Adapun hal tersebut 

menyebabkan kerugian bagi klien (Puspaningrum, 2021). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut dengan memfokuskan pembahasan pada Bagaimana 

pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum dalam tindakan wanprestasinya yang merugikan 

klien, Bagaimana pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan tindak 

wanprestasi, serta Bagaimana peranan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada 

masyarakat. 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Penelitian 

yang pertama pernah dilakukan oleh Sri Yuniarti, dan Sri Endang Wahyuningsih, yang melakukan 

penelitian tentang “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode 

Etik Jabatan Notaris”. Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu 

tentang langkah-langkah pertanggungjawaban oleh Notaris yang melakukan pelanggarn kode etik 

(Yuniati, & Wahyuningsih, 2017). 

Penelitian yang kedua pernah dilakukan oleh Pratiwi Ayuningtyas, yang melakukan penelitian 

tentang “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik”. Dalam penelitian tersebut terdapat 

kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang bentuk-bentuk pemberian sanksi terhadap Notaris 

yang melanggar kode etik, seperti pemecatan dari anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), 

pemberhentian tidak hormat, dan lain sebagainya (Ayuningtyas, 2020). 
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Penelitian yang ketiga pernah dilakukan oleh Ahmad Rifa’i, dan Anik Iftitah, yang melakukan 

penelitian tentang “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris”. Dalam 

penelitian tersebut memang terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang hal-hal apa saja 

yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam tindakannya melawan hokum, dan kode etik (Rifa’i, & 

Iftitah, 2018). 

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dilihat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada 

tindakan seorang Notaris yang melakukan wanprestasi sehingga merugikan klien, dan 

pertanggungjawaban Notaris dilihat secara keseluruhan, yakni dari sanksi kode etik maupun undang-

undang lainnya.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian inii menggunakani pendekatani yuridisi normatif, yaitui jenisi pendekatani dengan 

menggunakani ketentuani perundang-undangani yang berlakui padai suatui Negarai ataui metode 

pendekatani hukumi doktrinali yaitui teori-teorii hukumi dani pendapati parai ilmuwani hukum 

terutamai yangi berkaitani dengani permasalahani yangi dibahasi (Soemitro, 1998). iDalam penelitiani 

ini akani mengkajii secarai normatifi mengenaii Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum 

dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien. Penelitian ini menggukanan deskriptifi analitisi 

sebagaii tekniki analisisi bahani hukum, dengani memaparkan bahani hukumi primer, bahani hukumi 

sekunderi dani bahani hukumi tersieri sesuaii dengan permasalahani yangi diteliti (Geraldi, 2017). 

Sumberi bahani hukumi yangi digunakani adalah bahani hukumi primeri seperti Undang-Undangi 

Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi Perubahani Atas Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi 

Jabatani Notaris, Kitabi Undang-Undang Hukumi Perdata, Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidana. 

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dukungan berupa jurnal-

jurnal hukum, literatur-literatur, hasil penelitian dan artikel hukum. Tekniki pengumpulani bahani 

hukumi dilakukani dengani menggunakani studii kepustakaan (library research) dengani mempelajarii 

literatur-literaturi yangi adai kaitannyai dengani materi penelitiani ini. Sementarai itu, untuki tekniki 

analisisi bahani hukum, penelitii menggunakani teknik deskriptifi sebagaii tekniki analisisi bahani 

hukum, dengani menggunakan bahani hukumi primer, bahani hukumi sekunderi dani bahani hukumi 

sesuaii dengani permasalahani yangi diteliti (Geraldi, 2017). Kesimpulani darii hasili penelitiani ini 

menggunakani metodei analisisi normatifi kualitatif. Normatif, karenai penelitiani ini berawali darii 
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peraturani perundang-undangani sebagaii hukum positif, sedangkani analisisi kualitatifi merupakani 

metodei analisisi yangi menggunakani data yuridisi dengani menelaahi konsep-konsep, iasas-asas, 

idoktrin-doktrin, disajikani dalami bentuk kalimat-kalimat. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang 

Merugikan Klien  

Notaris merupakan pejabat umum yang mandiri dari segala pengaruh baik dari para pihak dan 

pemerintah. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki Kode Etik ang sangat erat hubungannya 

dengan apa yang haurs dilakukan oleh Notaris, dngan Kode Etik tersebut segala perilaku yang harus 

dilakukan seorang Notaris akan diarahkan menuju perilaku yang bermoral dan bermartabat 

sebagaimana tugas dan jabatannya adalah mengemban amanat masyarakat yang dipercaya, jujur 

dan adil dalam melakukan suatu tindakan hukum yaitu pembuatan akta otentik (Ngadino, 2021). 

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan, oleh karena itu Notaris dalam 

menjalankan tugasnya tidak semata-mata hanya menjalankan perannya, namun juga harus memiliki 

akhlak yang tinggi. 

Namun menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus menjalankan tugasnya secara jujur 

dan seksama. Namun dalam kenyataanya, masih terdapat tindakan Notaris yang lalai dalam 

melakukan jabatannya. Beberapa faktor yang menyebabkan Notaris melakukan wanprestasi, 

terutama dalam hal merugikan klien, yaitu: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor pribadi Notaris 

Sebelum diangkat menjadi seorang Notaris, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-

syarat untuk diangkat menjadi Notaris. Dalam hal ini, umur menjadi salah satu syarat utama 

untuk dapat diangkat menjadi Notaris. Batas minimal seorang Notaris diangkat menjadi 

Notaris yakni 27 (dua puluh tujuh) tahun, karena pada batas usia yang ditentukan tersebut, 

Notaris dianggap sudah stabil secara mental dan emosional. 

Namun di dalam prakteknya sebagai Notaris, umur tidak menjamin bahwa ia memiliki 

emosional dan mental yang stabil. Dalam hal ini terbukti banyak Notaris digugat kerena tidak 

dapat mengendalikan tindakannya dalam menjalankan perannya sebagai pejabat umum 

(Santoso, 2019). 
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2) Faktor akta Notaris 

Faktor ini sering kali terjadi dengan digugatnya Notaris atas gugatan perdata. Akta 

merupakan surat berkekuatan hukum yang berisikan keinginan dan kehendak orang yang 

membuatnya, dan sebagai tanda sepakat diantara para pihak dan Notaris membubuhkan tanda 

tangannya. 

Dalam prakteknya sebagai seorang Notaris, masih terdapat kelalaian dalam pembuatan 

dan penulisan akta. Seperti tidak menulis lengkap pihak-pihak yang bersangkutan. 

(Syaifuddin, 2012). 

b. Faktor Eksternal 

a. Para pihak yang menghadap 

Salah satu syarat pokok dalam suatu perjanjian yakni adanya Subjek Hukum. Subjek 

Hukum ini dapat menggugat Notaris atas perkara perdata dikarenakan adanya perjanjian 

simulasi. Menurut Herlien Budiono simulasi adalah satu atau serangkaian perbuatan melalui 

dua atau lebih pihak secara diam-diam disepakati bahwa diantara mereka tidak akan terbentuk 

perjanjian atau akibat hukum apapun dari simulasi yang dilakukan. Dalam hal ini yakni 

perjanjian persengkokolan yang terjadi karena ketidaksesuaian atas kehendak atau 

pernyataan, dan perjanjian tersebut terdapat janji-janji atau klausa yang palsu (Budiono, 

2013). 

b. Para pihak ketiga 

Secara umum pihak adalah mereka yang baik untuk diri sendiri atau berdasarkan 

perwakilan karena undang-undang atau perjanjia, melakukan suatu tindakan hukum. Pihak 

ketiga secara tidak langsung memiliki hubungan dengan akta yang dibuat oleh para pihak, 

atau sama sekali tidak memiliki hubungan.  

Pihak ketiga ini sering menggugat Notaris dalam perkara perdata dikarenakan mereka 

merasa Notaris tidak melibatkannya di dalam akta apalgi yang mempunyai hubungan dengan 

para pihak. Mereka menggugat atas dasar hak-haknya yang harus dipenuhi. 

Mengenai hal tersebut tindakan wanprestasi oleh seorang Notaris yang merugikan klien 

dapat digugat oleh klien dengan mengajukan gugatan kepada pengacara atau polisi terlebih 

dahulu, kemudian diikuti proses oleh Dewan Kehormatan. Karena tindakan wanprestasi 

menurut hukum harus menyangkut hal-hal berikut: 

1) Kesengajaan; 
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2) Kelalaian; 

3) Tidak ada alasan pembenar. 

Selain itu bentuk tanggung jawab bagi seorang klien apabila Notaris melakukan wanprestasi 

yakni didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer akni perbuatani melawani hukum. Perbuatani melawani 

hukumi adalahi perbuatani ataui tindakani yangi dilakukani oleh subjeki hukumi yangi melanggari 

ketentuani atau peraturani yangi telahi ditetapkan. Syarat perbuatani dikatakani perbuatani 

melawani hukumi yaitui adanyai perbuatan, iyang melawani hukum, harusi adai kesalahani dani 

harusi adai hubungani sebabi akibati antara perbuatani dani kerugian. Notarisi sebagaii subjeki 

hukumi yaitui pendukungi haki dan kewajibani sekaligusi sebagaii anggotai darii perkumpulani 

Ikatani Notarisi Indonesia memilikii kewajibani yangi harusi dipatuhii dani larangani yangi harusi 

dihindarii dalam menjalankani tugasi jabatannya. Perbuatani melawani hukumi yangi dilakukani 

oleh seorangi Notarisi dapati mencakupi bidangi perdata, iadministrasi, kodei etiki profesi Notarisi 

dani pidana. Perbuatani melawani hukumi dalami ranahi bidangi perdatai diatur dalami bukui III 

Pasali 1352 KUHPer Perbuatani melawani hukumi berasali darii undang-undang, bukani karenai 

perjanjiani yangi berdasarkani persetujuani dani perbuatan melawani hukumi murnii merupakani 

akibati pelanggarani perbuatani manusiai yang sudahi ditentukani sendirii olehi undang-undang. 

Notarisi melakukani perbuatani melawan hukumi jugai dapati didasarkani padai Pasali 1365 

KUHPer yangi menyatakani tiap perbuatani melanggari hukumi yangi membawai kerugiani kepadai 

seorangi lain, mewajibkani orangi yangi karenai salahnyai menerbitkani kerugiani itu, imengganti 

kerugiani itu. Kesalahani Notarisi dalami membuati aktai sehinggai menyebabkani pihak laini 

mengalamii kerugiani dapati termasuki perbuatani melawani hukumi karenai kelalaian (Rifa’i, & 

Iftitah, 2018). 

Notaris yang terbukti melakukan wanprestasi dalam menjalankan profesinya wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa 

syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 

a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang; 

b. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus 

bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi 

rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN. 
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Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam 

menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab 

terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Tanggungi jawabi hukumi seorangi Notarisi dalami menjalankani profesinya digolongkani 

sebagaii berikut : (Rifa’i, & Iftitah, 2018)  

a. Tanggungi jawabi Hukumi Perdatai yaitui apabilai Notarisi melakukani kesalahan karenai 

ingkari janjii sebagaimanai yangi telahi ditentukani dalami ketentuani Pasal 1234 KUHPerdatai 

ataui perbuatani melanggari hukumi sebagaimanai yangi ditentukan dalami ketentuani Pasali 

1365 iKUHPerdata. Terhadapi kesalahani tersebuti telah menimbulkani kerugiani pihaki klieni 

ataui pihaki lain. 

b. Tanggungi jawabi Hukumi Pidanai bilamanai Notarisi telahi melakukani perbuatan hukumi 

yangi dilarangi olehi undang-undangi ataui melakukani kesalahan/perbuatan melawani hukumi 

baiki karenai sengajai ataui lalaii yangi menimbulkani kerugiani pihaki lain. 

c. Tanggungi jawabi administrasii dani kodei etiki jabatani Notaris. 

Dengan demikian pihak yang dirugikan dapat membuat gugatan dengan tuduhan apabila 

Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan kepastian hukum dan kekuatan hukum yang 

dilakukannya. Dengan menyangkut suatu minuta akta, dimana hal ini sangat penting kehadirannya, 

maka dari ini seorang Notaris harus mengerti betul terhadap konsekuensi yang akan diterimanya 

apabila hal ini tidak diperhatikan (Kusuma, 2018). 

 

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Wanprestasi 

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJNP 

dan Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan suatu pelanggaran harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pemberian hukuman atau sanksi terhadap Notaris, 

harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang 

oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan 

tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.  

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yakni telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1), bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan 

dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan 

penghadap tersebut harus menyaksikan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut 
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menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut. Akta yang bersangkutan 

tidak dibacakan Notaris. Hali tersebuti melanggari Pasali 16 ayati (1) hurufi m, bahwai setiapi aktai 

Notarisi sebelumi ditandatanganii harusi dibacakani terlebihi dahulu keseluruhannyai kepadai parai 

penghadapi dani saksi-saksi, baiki itui aktai pihaki maupuni akta pejabat. Aktai yangi bersangkutani 

tidaki ditandatanganii di hadapani Notarisi bahkani minuta aktai tersebuti dibawai olehi orangi laini 

dani ditandatanganii oleh dani di tempati yangi tidak diketahuii olehi Notaris. Hali tersebuti telahi 

melanggari Pasali 16 ayati (1) hurufi m, ibahwa semuai aktai Notarisi harusi ditandatanganii olehi 

masing-masingi penghadapi di hadapan Notaris, segerai setelahi aktai dibacakani olehi Notaris. 

Aktai tersebuti jugai harus ditandatanganii olehi saksi-saksi dani Notaris. Penandatangani darii 

suatui aktai tidaki dapat dilakukani padai hari-harii lainnya. Pembacaani dani penandatangani aktai 

merupakani suatu perbuatani yangi tidaki terbagi-bagii dengani perkataani lain, tidaki 

diperkenankani bahwa penghadapi yangi satui menandatanganii padai harii ini dani penghadapi 

lainnyai padai hari esoknya.  

Penjatuhan sanksi terhadap seorang Notaris yang melakukan wanprestasi dijatuhkan oleh 

Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan 

disiplin Anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku menjalankan Jabatan Notaris. 

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan wanprestasi atau melanggar kode 

etik yakni: 

a. Teguran; 

Dalam hal ini adalah pemberian awal sanksi terhadap Notaris, dimana jika Notaris terdapat 

melakukan suatu pelanggaran yang tidak terlalu berat maka teguran menjadi hal yang pertama. 

b. Peringatan; 

Ketika sebuah teguran sudah tidak bisa dilaksanakan oleh Notaris, maka langkah selanjutnya 

berupa peringatan, dimana hal ini yang menentukan pemberian sanksi lanjutan jika Notaris tetap 

tidak sesuai dengan kode etik Notaris. 

c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan; 

d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. 

Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut di atas terhadap Notaris disesuaikan dengan kuantitas 

dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut (Ngadino, 2021). 
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Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman kepada Notaris yang melakukan wanprestasi meliputi 

pemeriksaan dan penjatuhan tingkat pertama,  pemeriksaan dan penjatuhan tingkat banding, dan 

terakhir pemeriksaan dan penjatuhan tingkat akhir: (Yuniati, & Wahyuningsih, 2017) 

a. Pemeriksaani dani Penjatuhani Hukuman Tingkati Pertama 

Pemeriksaani dani penjatuhani tingkati pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daeran, 

dimana dilakukan proses pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hingga diadakan sidang 

untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Dalam hal tingkat pertama, sanksi yang diberikan 

berupa sanksi teguran atau sanksi peringatan. Apabila terdapat tindakan pelanggaran dengan 

kualitas tinggi maka dapat dijatuhi sanksi pemecatan sementara (schorsing), atau pemecatan dari 

keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Tingkat Banding 

Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman tingkat banding dilakukan oleh Dewan Kehormatan 

Wilayah. Dimana dalam proses ini dilakukan apabila Notaris tidak terima terhadap putusan 

tersebut dan melakukan banding. Pengajuan banding dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah 

Notaris tersebut mendapat surat penjatuhani sanksii tingkati pertama. 

c. Pemeriksaani dani Penjatuhani Hukuman Tingkati Terakhir 

Pemeriksaani dani penjatuhani hukuman tingkati terakhiri dilakukan olehi Dewani Kehormatan 

Pusati dengan pernyataan akhir sanksi apa yang diberikan kepada Notaris.  

Penjatuhani sanski-sanksii sebagaimanai teruraii di atasi terhadapi Notarisi yang melakukani 

pelanggarani kodei etiki bukanlahi berupai pemecatani darii Jabatani Notaris, melainkani 

pemecatani darii keanggotaani Ikatani Notarisi Indonesiai (INI). iSehingga walaupuni Notarisi 

yangi bersangkutani telahi terbuktii melakukani pelanggarani kodei etik, Notarisi tersebuti masihi 

dapati membuati aktai dani menjalankani kewenangani lainnya sebagaii Notaris. Demikiani jugai 

Notarisi yangi dijatuhii sanksii pemberhentiani dengani tidak hormati darii keanggotaani Ikatani 

Notarisi Indonesiai (INI), Notarisi tersebuti masihi tetap dapati membuati aktai dani menjalankani 

jabatannyai sebagaii Notaris, karenai sanksii tersebut bukanlahi berartii secarai sertai mertai 

Notarisi tersebuti diberhentikani darii jabatannya, karena hanyai Menterii yangi berwenangi untuki 

memecati Notarisi darii Jabatannyai (Yuniati, & Wahyuningsih, 2017). 

Apabila seorang klien menggugat seorang Notaris, karena merasa dirugikannya seorang klien, 

maka klien dapat mengajukan kepada pengacara atau polisi, kemudian diproses oleh Dewan 

Keamanan Daerah. Jika tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan kualitas tinggi, maka dapat 
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mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun sanksi Notaris dapat dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yakni: 

(Indahsari, et all., 2020)  

a. Sanksi Perdata; 

b. Sanksi Administrasi; 

c. Sanksi Pidana.  

Dimana untuk seorang Notaris dijatuhi gugatan (sanksi) perdata disebabkan kelalaiannya 

dalam jabatannya terutama dalam pembuatan akta otentik, yang berakibat fatal dan merugikan klien 

seperti kesalahan bentuk, kesalahan isi, atau tidak adanya tanda tangan. Bagi seorang Notaris yang 

dijatuhi sanksi administrasi dilakukan dengan cara pembayaran paksa kepada pihak yang dirugikan. 

Notarisi dalami melaksanakani jabatannyai sebagaii pejabati umumi yangi membuati akta 

otentiki tidaki mungkini melakukani pemalsuani akta, akani tetapii pihaki yangi menghadap 

memintai untuki dibuatkani aktanyai tidaki menutupi kemungkinani kalaui penghadap memberikani 

keterangani yangi tidaki benari dani memberikani surat/dokumeni palsu,i sehingga lahirlahi aktai 

yangi mengandungi keterangani palsu, sehinggai dapati menjadii perbuatan melawani hukumi 

dalami KUHP terkaiti dengani aktai Notaris. Hali inii dapati dilihat pengaturannya didalam Pasal 

263 dan Pasal 264 KUHP menegaskan: (Sihombing, 2016). 

a. Ketentuan Pasal 263 KUHP, menegaskan bahwa:  

1) Barangi siapai membuati surati palsui ataui memalsukani surati yangi dapati menimbulkan 

sesuatui hak, perikatani ataui pembebasani hutang, ataui yangi diperuntukkani sebagaii bukti 

daripadai sesuatui hali dengani maksudi untuki memakaii atau menyuruhi orang laini 

memakai surati tersebuti seolah-olahi isinyai benari dani tidaki dipalsu, diancami jikai 

pemakaian tersebuti dapati menimbulkani kerugian, karenai pemalsuani surat, dengani 

pidanai penjara palingi lamai enami tahun.  

2) Diancami dengani pidanai yangi sama, barangi siapai dengani sengajai memakaii surati palsui 

ataui yangi dipalsukani seolah-olahi sejati, jikai pemakaiani surati itui dapat menimbulkani 

kerugian.  

b. Ketentuan Pasal 264 KUHP, menegaskan bahwa: 

1) Pemalsuani surati diancami dengani pidanai penjarai palingi lamai delapani tahun, ijika 

dilakukani terhadap:  

(a). akta-aktai otentik;  
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(b). surati hutangi ataui sertifikati hutangi darii sesuatui negarai ataui bagiannyai ataupuni 

dari suatui lembagai umum;  

(c). surati seroi ataui hutangi ataui sertifikati seroi ataui hutangi darii suatui perkumpulan, 

yayasan, perseroani ataui maskapai:  

(d). talon, tandai buktii divideni ataui bungai darii salah satui surat yangi diterangkani dalami 

2 dan 3, ataui tanda buktii yangi dikeluarkani sebagaii penggantii surat-surati itu;  

(e). surati krediti ataui surati dagangi yangi diperuntukkani untuki diedarkan.  

2) Diancami dengani pidanai yangi samai barangi siapai dengani sengajai memakaii surat 

tersebuti dalami ayati pertama, yangi isinyai tidaki sejatii ataui yangi dipalsukani seolah-olah 

benari dani tidaki dipalsu, jikai pemalsuani surati itu dapati menimbulkani kerugian. 

Perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain 

memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta 

menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.  

Tanggungi jawabi Notarisi disebutkani dalami Pasali 65 UUJN yangi menyatakani bahwa 

Notarisi bertanggungi jawabi atasi setiapi aktai yangi dibuatnya, meskipuni protokoli Notaris telahi 

diserahkani ataui dipindahkani kepadai pihaki penyimpani protokoli Notaris. iMenurut Imai Erliei 

Yuana, tanggungi jawabi materiili terhadapi aktai yangi dibuati dihadapani Notaris perlui 

ditegaskani bahwai dengani kewenangani Notarisi dalami pembuatani aktai otentik bukani berartii 

Notarisi dapati secarai bebasi sesuaii kehendakyai membuati aktai otentiki tanpa adanyai parai 

pihaki yangi memintai dibuatkani akta. Aktai Notarisi dengani demikian sesungguhnyai adalahi 

aktanyai parai pihak-pihaki yangi berkepentingan, bukani aktanya Notarisi yangi bersangkutan, 

karenai itulahi dalami hal terjadinyai sengketai darii perjanjian yangi termuati dalami aktai Notarisi 

yangi dibuati bagii merekai dani dihadapani Notaris,i maka yangi terikati adalahi merekai yangi 

mengadakani perjanjiani itu isendiri, sedangkani Notaris tidaki terikati untuki memenuhii janjii 

ataui kewajibani apapuni sepertii yangi tertuangi dalam aktai Notarisi yangi dibuati dihadapannyai 

dani Notarisi samai sekalii di luari merekai yang menjadii pihak-pihaki (Yuana, 2010). 

 

3. Peran Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Kepada Masyarakat  

Peranan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum  kepada   masyarakat   bertujuan  
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untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum dalam bidang 

perdata seperti bidang pertanahan, perbankan, dan bisnis. 

Jasa yang diberikan Notaris kepada masyarakat terkait erat dengan persoalan trust 

(kepercayaan) antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap 

Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada Notaris memikul 

tanggung jawab di atasnya baik secara hukum maupun secara moral (Harahap, 2017). 

Pelayanan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur 

dimana dalam memberikan jasa Notaris harus bersifat:  

a. Amanah 

Dimana masyarakat menggunakan jasa Notaris yang terpercaya, karena Notaris mempunyai 

kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya baik isi maupun pihak 

yang dating menghadap Notaris tersebut. 

b. Jujur 

Jujur dalam menjalankan jabatannya kepada klien, dan sesuai dengan moral dan kode etik 

Notaris. Dimana jujur disini harus dapat menerangkan kepada klien dengan jujur dan benar 

apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Saksama 

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus cermat dan teliti dalam hal yang dikerjakan. 

Sehingga tidak menimbulkan kesalahan, dan tidak merugikan klien. 

d. Mandiri 

Dalam hal ini, Notaris menyelenggarakan kantornya harus bertindak sendiri, dan tidak 

bergantung pada orang lain, dan tidak menggunakan jasa orang lain dalam pembuatan aktanya. 

e. Tidak Berpihak 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak diperbolehkan memihak kepada salah satu klien. 

Notaris harus netral dalam segala kondisi, dan wajib mendampingi klien dari awal hingga akhir. 

f. Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum Notaris wajib menjaga 

kepentingan para pihak dan tidak boleh melakukan permintaan klien apabila permintaan tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. 

 

D. SIMPULAN 

Dalam jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris tidak  luput  dari kelalaian  dalam  melakukan 
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 tindakannya. Hali inii tidaki menutupi kemungkinani adai pihaki yang dirugikan, dalam hal ini yakni 

klien (masyarakat). Klien yang dirugikan akibat wanprestasinya Notaris dapat mengajukan gugatan. 

Gugatan ini dapat dijatuhi hukuman kepada Notaris berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dan 

sanksi pidana. Sanksi perdata didapat apabila Notaris melakukan wanprestasi dalam akta otentik, 

seperti kesalahan dalam membuat akta, isi akta, atau bentuk akta. Kemudian, apabila klien sangat 

dirugikan akibat perbuatan Notaris, seperti melakukan penipuan atau penggelapan, maka klien dapat 

mengajukan gugatan dengan dijatuhinya sanksi pidana terhadap Notaris, dan terakhir Notaris dijatuhi 

sanksi administrasi dengan cara pembayaran paksa untuk mengganti rugi pihak yang dirugikan.  

Dalam proses penjatuhan sanksi kepada Notaris, klien yang dirugikan perlu melaporkan tindakan 

Notaris tersebut kepada polisi atau pengacara, dimana nantinya hal ini diproses oleh Dewan Keamanan 

Daerah pada pemeriksaani dani penjatuhan tingkat pertama. Pada pemeriksaan tingkat pertama, Notaris 

diperiksa olehi Dewani Kehormatani Daerah dengan memeriksa atau memproses tindakan-tindakan 

apai sajai yangi dilakukani olehi Notaris selambat-lambatnya dalami waktui 7 (tujuh) hari. Dani 

mengadakan sidang untuk menentukan penjatuhan sanksi untuk Notaris, dengan jatuhan teguran atau 

peringatan. Apabila ternyata bukti tersebut belum cukup maka gugatan dilanjutkan ke tingkat banding, 

dan di proses oleh Dewani Kehormatan Wilayah. Penjatuhani sanksii ini berupa pemecatani sementarai 

(schorsing) ataui pemecatani dari kelompok anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika masih adanya 

banding, maka proses ini diteruskan kepada pusat, dan dilakukan oleh Dewan Keamanan Pusat. Maka 

dari itu, pertanggungjawaban Notaris dalam melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien harus 

ditindak lanjuti dengan saksama, agar pihak yang dirugikan merasakan keadilan. 

Dalam peranannya sebagaii pejabati umum, Notaris wajib memberikani pelayanan atau jasa 

kepadai masyarakati dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Dimana notaris tidak diperbolehkan 

menguntungkan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Tidak memihak kepada salah satu klien tetapi 

harus senetral mungkin terhadap segala kondisi. Seorang Notaris harus jujur terhadap apapun peraturan 

yang berlaku, dan tidak boleh mengizinkan atau membenarkan perlakuan klien yang dirasa akan 

melakukan tindakan yang tidak selaras dengan undang-undang. Dikarenakan Notaris merupakan 

pejabat umum yang independen dengan rasa kepercayaan penuh oleh negara dan masyarakat, maka 

seorang Notaris harus menjujung tinggi martabatnya sesuai dengan Kode Etik Notaris, tanpa satu pun 

melanggar dari Kode Etik tersebut. 
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